











Lanjutan dari halaman 6

2.Promosi kesehatan:
Khotbah Jum'at, Paguyuban penyuluh agama
Islam, lomba lagu malaria
3.Pemberdayaan (kemitraan):
a.Dengan PKK: melalui kegiatan Posyandu (Plus
P2 Malaria) dan Posmaldes;
b.Membina Pos Malaria Desa dan kader malaria
ditiap RT (penemuan dan rujukan penderita dari
masyarakat/kader dan pengawasan minum
obat):

c.Membina Tim Gebrak Malaria (Tim PKMD/Tim

Kecamatan Sehat) Kecamatan dan Desa.
4. Pengendalian vektor:

a. Mengaktifkan kegiatan Jum'at bersih dan
bersih desa

b. Mina padi (Distan), pengeringan irigasi berkala
(DPU)

c. Melaksanakan mapping breeding place vector
sampai tingkat dukuh agar “tepat” sasaran
pada vectorcontrol.

d. Penebaran ikan pemakan jentik (kepala
timah) di kolam “terlantar”, sawah, dll

e. Larvasidasi pada tempat perindukan nyamuk

f.Gerakan kelambunisasi (IBN) untuk
menghindari kontak dengan nyamuk.

5. Komunikasi dan Informasi

a.Sosialisasi pemasangan kasa pada ventilasi

b.Sosialisasi penempatan kandang ternak diluar

rumah

¢.Penyuluhan perbaikan perlindungan mata air

d.Sosialisasi untuk berobat dini di pelayanan

kesehatan

e.Sosialisasi untuk tidak minum obat malaria

bebas pada pertemuan pengelola warung yang
telah dilatih _

f Surat Edaran Bupati ke tingkat Kecamatan/

Puskesmas/Desa mengenai survei migrasi.
(Penduduk yang datang dan pergi harus
melapor ke petugas malaria desa untuk cek
darah malaria)

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem surveilans migrasi di
Kabupaten Banjarnegara secara umum sudah
berjalan dengan baik, masing-masing kecamatan
memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari
kelebihan dan kekurangan sistem surveilans
migrasi dapat dikombinasikan sehingga dapat

diadopsioleh kabupaten lain.

1.

Situasi malaria import di Kabupaten
Banjarnegara selama tiga tahun terakhir secara
umum mengalami peningkatan.
Di Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2005
proporsi kasus malaria import lebih besar (> 50
%) dibanding kasus malaria penularan setempat
(indigenous).
Kebijakan sistem survelians migrasi di
Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut .
a.Penempatan Juru Malaria Desa ( JMD) di
daerah endemis sangat membantu dalam
menjaring kasus malaria import, namun periu
didukung pendanaan dari Pemerintah Daerah
sebagai kompensasitugasnya.
b.Pembentukan Pos Malaria Desa di desa
endemis dan reseptif dan memfungsikan kader
malaria desa secara sukarela sangat
membantu menjaring /menskrining mobilitas
penduduk baik yang datang dan pergi untuk di
ambil sediaan darahnya.
c.Dukungan pendanaan yang cukup dari Pemda
untuk operasional kegiatan survei migrasi.
d.Surat Edaran mengenai surveilans migrasi dari
Pejabat Pemerintah (Bupati) memiliki kekuatan
politis untuk menggerakkan sektor terkait untuk
terlibat mengatasi malaria.
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_“J:ka anda ingin sukses dalam hldup,

: jadtkan kegigihan sebaga: sahabat

kanb pengalaman sebagai konselor;

 kehati-hatian sebagai kakak, dan

harapan sebaga: pelindung yang
o ; gemus” .

(Jcspeph Add;son)
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